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TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK 
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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian untuk 
mengetahui bagaimana Sistem pembuktian 
yang bisa diterapkan dalam tindak pidana 
korupsi dan bagaimana praktek penegakan 
hukum pembuktian terbalik dalam tindak 
pidana korupsi di Indonesia yang dengan 
metode penelitian hukum normatif disimpulkan 
bahwa: 1. Mekanisme pembuktian dalam 
tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan 
KUHAP. Beban untuk melakukan pembuktian 
menurut KUHAP ada pada jaksa penuntut 
umum dan terdakwa tidak dibebani kewajiban 
pembuktian, melainkan hanya hak, seharusnya 
pembuktian pada tindak pidana gratifikasi itu 
ada pada penerima gratifikasi atau terdakwa, 
bukan jaksa penuntut umum . 2. Penambahan 
ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” 
tersebut bersifat ’'premium remidium’' dan 
sekaligus mengandung sifat prevensi khusus 
terhadap pegawai negeri dan penyelenggara 
negara, agar bersih dan bebas dari korupsi, 
kolusi dan nepotisme. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa sistem pembalikan beban pembuktian 
memang tidak diterapkan secara murni 
terhadap semua jenis tindak pidana korupsi, 
tetapi hanya terbatas dan berimbang 
diterapkan terhadap tindak pidana yang terkait 
dengan gratifikasi. Penerapan secara murni 
atau mutlak pembalikan beban pembuktian 
hanya diterapkan khusus dalam hal gratifikasi 
yang diterima oleh pegawai negeri atau 
penyelenggara negara . Jika pemberian 
tersebut tidak berhubungan dengan jabatan 
dan berlawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya serta laporan harta kekayaan 
penyelenggara negara, di mana penyelenggara 
negara harus membuktikan bahwa 
kekayaannya itu diperoleh secara sah . 
Kata kunci: pembuktian terbakik; korupsi; 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  

Salah satu proses pembuktian dalam Hukum 
Pidana dengan adanya pembuktian terbalik 
dengan keseimbangan atau pembalikan beban 
pembuktian.3 Masalah beban pembuktian 
dalam kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi 
memiliki sifat khusus yang berkaitan dengan 
Hakim Pidana Materiil maupun Formil. Sebagai 
bagian dari hukum pidana formil mengalami 
perubahan paradigma sejak diberlakukan 
Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1971 dan 
Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo 
Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang 
mengatur tentang beban pembuktian terdapat 
pada Pasal 37.4 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Sistem pembuktian yang bisa 
diterapkan dalam tindak pidana korupsi? 

2. Bagaimana praktek penegakan hukum 
pembuktian terbalik dalam tindak pidana 
korupsi di Indonesia?  

 
C.  Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian normatif, 5  
 
PEMBAHASAN 
A. Teori Sistem Pembuktian Dalam Praktek  

Beberapa ajaran yang berhubungan dengan 
sistem pembuktian, antara lain:6 

a. Sistem atau Teori Pembuktian 
Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata 
(Conviction In Time) 
Sistem ini menganut ajaran bahwa 
bersalah tidaknya- tidaknya terhadap 
perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya 
tergantung pada penilaian “keyakinan” 
hakim semata-mata. Jadi bersalah 
tidaknya terdakwa atau dipidana 
tidaknya terdakwa sepenuhnya 
tergantung pada keyakinan hakim. 
Keyakinan hakim tidak harus timbul atau 
didasarkan pada alat bukti yang ada. 
Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau 
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hakim tidak yakin, hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana, sebaliknya 
meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau 
hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat 
dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam 
memutuskan perkara hakim menjadi 
subjektif sekali. Kelemahan pada sistem 
ini terletak pada terlalu banyak 
memberikan kepercayaan kepada hakim, 
kepada perseorangan sehingga sulit 
untuk melakukan pengawasan. Hal ini 
terjadi di praktek Peradilan Perancis yang 
membuat pertimbangan berdasarkan 
metode ini, dan banyak mengakibatkan 
putusan bebas yang aneh. 

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar 
Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis 
(Conviction In Raisone)7 
Sistem pembuktian Conviction In Raisone 
masih juga mengutamakan penilaian 
keyakinan hakim sebagai dasar satu-
satunya alasan untuk menghukum 
terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim 
disini harus disertai pertimbangan hakim 
yang nyata dan logis, diterima oleh akal 
pikiran yang sehat. Keyakinan hakim 
tidak perlu didukung alat bukti sah 
karena memang tidak diisyaratkan, 
Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan 
oleh Undang-undang tetapi hakim bisa 
menggunakan alat-alat bukti di luar 
ketentuan Undang-undang. Yang perlu 
mendapat penjelasan adalah bahwa 
keyakinan hakim tersebut harus dapat 
dijelaskan dengan alasan yang logis.  
Keyakinan hakim dalam sistem 
pembuktian conviction in raisone harus 
dilandasi oleh “reasoning” atau alasan-
alasan dan alasan itu sendiri harus 
“reasonable ” yakni berdasarkan alasan-
alasan yang dapat diterima oleh akal dan 
nalar, tidak semata-mata berdasarkan 
keyakinan yang tanpa batas. Sistem 
pembuktian ini sering disebut dengan 
sistem pembuktian bebas.8 

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-
undang Positif (Positif Wettelijks theode) 
Sistem ini ditempatkan berhadap-
hadapan dengan sistem pembuktian 

                                                 
7
 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan 

Perdata, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm. 56.  
8
 Darwin Prinst, Op Cit, hlm. 65. 

conviction in time, karena sistem ini 
menganut ajaran bahwa bersalah 
tidaknya terdakwa didasarkan kepada 
ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut 
Undang-undang yang dapat dipakai 
membuktikan kesalahan terdakwa. Teori 
positif wettelijk sangat mengabaikan dan 
sama sekali tidak mempertimbangkan 
keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim 
yakin akan kesalahan yang dilakukan 
terdakwa, akan tetapi dalam 
pemeriksaan di persidangan pengadilan 
perbuatan terdakwa tidak didukung alat 
bukti yang sah menurut Undang-undang 
maka terdakwa harus dibebaskan. 
Umumnya bila seorang terdakwa sudah 
memenuhi cara-cara pembuktian dan 
alat bukti yang sah menurut undang- 
undang, maka terdakwa tersebut bisa 
dinyatakan bersalah dan harus dipidana.  
Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni 
hakim akan berusaha membuktikan 
kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi 
oleh nuraninya sehingga benar-benar 
objektif karena menurut cara-cara dan 
alat bukti yang ditentukan oleh Undang-
undang kelemahannya terletak bahwa 
dalam sistem ini tidak memberikan 
kepercayaan kepada ketetapan kesan-
kesan perseorangan hakim yang 
bertentangan dengan prinsip hukum 
acara pidana.  
Sistem pembuktian positif yang dicari 
adalah kebenaran format, oleh karena itu 
sistem pembuktian ini digunakan dalam 
hukum acara perdata. Positief-wettelijk 
bewijstheori systeem di benua Eropa 
dipakai pada waktu berlakunya Hukum 
Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. 
Peraturan itu menganggap terdakwa 
sebagai objek pemeriksaan belaka, dalam 
hal ini hakim hanya merupakan alat 
perlengkapan saja.  

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-
undang Secara Negatif (Negative 
Wettelijk).9 
Menurut teori ini hakim hanya boleh 
menjatuhkan pidana apabila sedikit-
dikitnya alat-alat bukti yang telah 
ditentukan Undang-undang itu ada, 
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ditambah dengan keyakinan hakim yang 
didapat dari adanya alat-alat bukti itu. 
Dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
menyatakan sebagai berikut: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah la memperoleh keyakinan bahwa 
suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya”. 

Untuk menentukan salah atau tidaknya 
seorang terdakwa menurut sistem pembuktian 
Undang-undang secara negatif terdapat dua 
komponen yaitu: 

a. Pembuktian harus dilakukan menurut 
cara dan dengan alat-alat bukti yang 
sah menurut Undang-undang; 

b. Dan keyakinan hakim yang juga harus 
didasarkan atas cara dan dengan alat-
alat bukti yang sah menurut Undang-
undang. 

Sistem ini memadukan unsur “objektif dan 
subjektif” dalam menentukan salah atau 
tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling 
dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika 
salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, 
tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan 
terdakwa. 

Dapat disimpulkan bahwa hakim dalam 
membuat keputusan harus didasarkan dengan 
alat-alat bukti di persidangan dan dengan alat 
bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim 
tentang tindak pidana tersebut. Di Indonesia 
sendiri menganut sistem pembuktian menurut 
Undang-undang secara negatif (negatief 
wettelijk). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 
KUHAP yang isinya:10 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada orang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 
ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan 
bahwa terdakwa yang bersalah 
melakukannya.”  
Dengan demikian Pasal 183 Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana KUHAP mengatur 
untuk menentukan salah atau tidaknya seorang 
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terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana 
kepada terdakwa, harus:11 

a. Kesalahan terbukti dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah. 

b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim 
memperoleh keyakinan bahwa tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. 

Berdasarkan penjelasan mengenai 
pengertian pembuktian, macam-macam sistem 
pembuktian sampai dengan sistem pembuktian 
yang dianut oleh Indonesia melalui Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
yang sudah dijelaskan di atas, maka aturan 
mengenai pembuktian ini yang merupakan 
bagian dari rangkaian beracara di dalam 
persidangan berlaku untuk semua tindak 
pidana yang diatur di Indonesia, termasuk 
tindak pidana pencucian uang dan juga pelaku 
pasifnya.  

 
B. Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik 

Dalam Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Di Indonesia 
Masalah pembuktian dalam tindak pidana 

korupsi memang merupakan masalah yang 
rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini 
melakukan kejahatannya dengan rapi. Sulitnya 
pembuktian dalam perkara korupsi ini 
merupakan tantangan bagi para aparat 
penegak hukum. Melihat dari adanya kesulitan-
kesulitan yang dihadapi dalam penanganan 
kasus. Tindak pidana korupsi, berbagai 
terobosan hukum dilakukan terutama dari sisi 
penetapan peraturan perundang-undangan 
mengingat pengaturan mengenai tindak pidana 
korupsi belum diatur dalam KUHP, sehingga 
sudah saatnya prinsip-prinsip yang ada dalam 
KUHAP perlu dikaji dan dipikirkan lebih dalam, 
terutama dalam mengantisipasi perkembangan 
zaman dan masyarakat masa depan.12 Belum 
diaturnya masalah korupsi dalam KUHAP, maka 
diatur secara tersendiri dalam peraturan 
perundang-undangan sehingga dikenal juga 
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dengan tindak pidana khusus.13 Karena sifatnya 
yang khas, mengenai masalah korupsi hal 
penerapan dalam asas-asasnya pun memiliki 
sifat khusus yang berkaitan dengan Hukum 
Pidana Materil maupun Formil. Terkait masalah 
korupsi ini, pemerintah Indonesia sudah 
menetapkan Undang-undang, yaitu Undang-
undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 
Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan atas Undang-undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 
menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku 
tindak pidana korupsi, memuat berbagai 
ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana 
korupsi.14 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 
merupakan jawaban atas tuntutan kebutuhan 
akan adanya satu dasar yuridis dalam 
memberantas tindak pidana korupsi saat ini. 
Undang-undang ini adalah produk hukum anti 
korupsi yang lahir pada era reformasi, sebagai 
bentuk keyakinan dari pelaksanaan agenda 
utama reformasi yaitu terselenggaranya 
supremasi hukum termasuk memerangi praktek 
korupsi, kolusi dan nepotisme yang melanda 
negeri ini pada rejim sebelumnya. Kehadiran 
dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 
merupakan perubahan atas Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sehingga keduanya 
merupakan satu kesatuan. Dalam penjelasan 
Umum Undang-undang ini, sifat melawan 
hukum formil dan materiil dari tindak pidana 
korupsi adalah sbb:15 

“Bahwa suatu perbuatan dikatakan 
melawan hukum, dalam pengertian formil 
dan materiil, bilamana tindak pidana korupsi 
tersebut mencakup perbuatan-perbuatan 
tercela yang menurut perasaan keadilan 
masyarakat harus ditunut dan dipidana”. 
Pertimbangan pembuat undang-undang 

mencantumkan unsur melawan hukum dalam 
pengertian formil dan materiil dalam Undang-
undang ini adalah: Pertama, mengingat korupsi 
terjadi secara sistematis dan meluas, tidak 
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hanya merugikan keuangan dan perekonomian 
negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak 
sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, 
sehingga digolongkan sebagai extra ordinary 
crime, maka pemberantasannya harus 
dilakukan dengan cara yang luar biasa. Kedua, 
dampak dari tindak korupsi selama ini 
merugikan keuangan dan perekonomian 
negara, juga menghambat pertumbuhan dan 
kelangsungan pembangunan nasional yang 
menuntut efisiensi tinggi, dan Ketiga, dalam 
upaya merespon perkembangan kebutuhan 
hukum didalam masyarakat agar data 
memudahkan dalam pembuktian, sehingga 
dapat menjangkau berbagai modus 
penyimpangan keuangan atau perekonomian 
negara yang semakin canggih (sophiscated) dan 
rumit.16 Salah satu hal yang merupakan 
kekhususan dalam undang-undang ini adalah 
mengenai beban pembuktian, dimana sebagai 
bagian dari hukum pidana formil mengalami 
perubahan paradigma mengenai hal ini sudah 
dimulai sejak diberlakukan Undang-undang No. 
3 Tahun 1971 dan Undang-undang No. 31 
Tahun 1999 yaitu adanya pembuktian terbalik. 
Dikaji dari perspektif kebijakan formulatif, 
beban pembuktian terbalik ini dilakukan karena 
tindak pidana korupsi sebagai ketentuan yang 
mengandung prefensi khusus. Oleh karena itu 
dengan ditetapkannya pembuktian terbalik ini, 
bergeserlah beban pembuktian dari jaksa 
penuntut umum kepada terdakwa.17 
Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 37 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.18 Di 
dalam Bagian Penjelasan Umum, disebutkan 
bahwa pembuktian terbalik bersifat terbatas 
atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai 
hak untuk membuktikan bahwa ia tidak 
melakukan tindak pidana korupsi dan wajib 
memberikan keterangan tentang seluruh harta 
bendanya dan harta benda istri atau suami, 
anak, dan harta benda setiap orang atau 
korporasi yang diduga mempunyai hubungan 
dengan perkara yang bersangkutan, dan 
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penuntut umum tetap berkewajiban 
membuktikan dakwaannya.19 

Ketentuan dalam Pasal 37 tersebut 
merupakan suatu penyimpangan dari Pasal 66 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
yang menyebutkan bahwa tersangka atau 
terdakwa tidak dibebani kewajiban 
pembuktian.20 Juga merupakan penyimpangan 
dari Pasal 14 ayat (3) huruf g Kovenan 
Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik, 
yang telah diratifikasi dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
International Covenant on Civil and Political 
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak 
Sipil dan Politik), yang menyebutkan, bahwa 
dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana 
terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak 
dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri 
sendiri atau mengaku bersalah.21  

Apabila terdakwa dapat membuktikan hal 
tersebut, tidak berarti ia tidak terbukti 
melakukan korupsi, sebab penuntut umum 
masih tetap berkewajiban untuk membuktikan 
dakwaannya. Pembuktian terbalik yang bersifat 
terbatas sebagaimana tersebut di atas, hanya 
terjadi di sidang pengadilan.22 

Menurut pendapat penulis, pembuktian 
terbalik dapat dikorelasikan dengan alat bukti 
keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan 
terdakwa merupakan urutan terakhir dalam 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP.23 Penempatan pada 
urutan terakhir inilah yang menjadi salah satu 
alasan yang dipergunakan untuk menempatkan 
proses pemeriksaan keterangan terdakwa 
dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan 
saksi. Semua keterangan terdakwa hendaknya 
didengar, apakah itu berupa penyangkalan, 
pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari 
perbuatan atau keadaan. 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti 
Korupsi 2003 yang didalamnya memuat 
ketentuan mengenai pembuktian terbalik 
dalam Artikel 31 ayat (8) menyebutkan tentang 
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ntent&view-article&id=164:beban-pembuktian-terbalik-
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freezing yaitu dalam konteks proses 
pembekuan, seizure atau perampasan dan 
confiscation atau penyitaan yang diatur dalam 
Bab III di bawah judul Kriminalisasi dan 
Penegakan Hukum. Ratifikasi merupakan 
bentuk keterikatan pada sebuah instrumen 
hukum internasional baik berupa Konvensi, 
Treaty, Statuta, Protokol dan lain sebagainya. 
Konsekuensi dari Ratifikasi, maka hak dan 
kewajiban yang ditetapkan pada instrumen 
hukum tersebut akan melekat pada Negara 
yang sudah melakukan ratifikasi. Ratifikasi ini 
dilakukan dengan penuh pertimbangan yang 
serius atas keyakinan politik luar negeri RI 
untuk ikut bekerja sama dengan bangsa lain 
mencegah dan memberantas korupsi.24  

Demikian halnya dengan Indonesia yang 
sudah meratifikasi salah satu dampak dari 
diratifikasinya Konvensi Anti Korupsi 2003 ini 
adalah terhadap hukum pembuktian. Sampai 
saat ini mengenai pembuktian, Indonesia masih 
dilandaskan kepada Undang-undang Hukum 
Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan 
mengenai korupsi didasarkan pada UU Nomor 
31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. 

Akan tetapi, ketentuan di dalam kedua 
undang-undang tersebut masih belum 
dilandaskan kepada justifikasi teoritis 
sebagaimana telah diuraikan di atas, melainkan 
hanya menempatkan ketentuan pembuktian 
terbalik tersebut semata- mata sebagai sarana 
untuk memudahkan proses pembuktian saja 
tanpa dipertimbangkan aspek hak asasi 
tersangka/terdakwa berdasarkan UUD 1945. 
Kini dengan munculnya dua model pembuktian 
terbalik dengan keseimbangan kemungkinan 
tersebut, maka telah terdapat referensi teoritik 
dan praktik dalam masalah pembuktian 
terbalik. Sudah tentu pembuktian terbalik 
dalam hal hak- kepemilikan harta kekayaan 
seseorang yang diduga berasal dari korupsi 
menimbulkan pro dan kontra. Pandangan 
kontra mengatakan bahwa, pembuktian 
terbalik dalam hak kepemilikan harta kekayaan 
tersebut juga bertentangan dengan hak asasi 
manusia yaitu setiap orang berhak untuk 

                                                 
24

 Romly Atmasasmita, Masalah Implementasi Konvensi 
PBB Anti Korupsi 2003, Artikel dimuat dalam Harian 
Seputar Indonesia, 13 April 2011, diunduh dari 
http://beniharmoniharefa.blogspot.com/2011/05/masala
h-implementasi-konvensi-pbb-anti.html, tanggal 3 Maret 
2019, pkl. 17.30 

http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=comcontent&view-article&id=164:beban-pembuktian-terbalik-dalam-perkara-korupsi&catid=d62&Itemid=622
http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=comcontent&view-article&id=164:beban-pembuktian-terbalik-dalam-perkara-korupsi&catid=d62&Itemid=622
http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=comcontent&view-article&id=164:beban-pembuktian-terbalik-dalam-perkara-korupsi&catid=d62&Itemid=622
http://beniharmoniharefa/
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memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang 
harus dilindungi. Namun demikian, bertolak 
kepada pemikiran bahwa korupsi merupakan 
sumber kemiskinan dan kejahatan serius yang 
sulit pembuktiannya di dalam praktik sistem 
hukum di semua negara, maka hak asasi 
individu atas harta kekayaannya bukanlah 
dipandang sebagai hak absolut, melainkan hak 
relatif, dan berbeda dengan perlindungan atas 
kemerdekaan seseorang dan hak untuk 
memperoleh peradilan yang adil dan 
terpercaya. 

Konvensi Anti Korupsi 2003 yang telah 
diratifikasi telah memuat ketentuan mengenai 
pembuktian terbalik (Pasal 31 ayat 8) dalam 
konteks proses pembekuan (freezing), 
perampasan (seizure), dan penyitaan 
(confiscation) di bawah judul Kriminalisasi dan 
Penegakan Hukum (Bab III). Pascaratifikasi 
Konvensi Anti Korupsi 2003 sudah tentu 
berdampak terhadap hukum pembuktian yang 
masih dilandaskan kepada Undang-undang 
Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan 
ketentuan mengenai penyelidikan, penyidikan 
dan penuntutan serta pemeriksaan pengadilan 
di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999. 

Sebagai suatu kodifikasi hukum pidana, 
seharusnya semua tindak pidana dimasukkan 
dalam kodifikasi tersebut, akan tetapi hal itu 
tidak semudah itu dilakukan karena dinamika 
sosial dalam masyarakat sehingga selalu timbul 
perbuatan-perbuatan yang karena 
perkembangan zaman dapat menjadi tindak 
pidana. Untuk begitu saja dimasukkan dalam 
KUHP tidak dapat dilakukan, maka 
diciptakanlah oleh penguasa berbagai 
peraturan perundang-undangan yang di 
dalamnya memuat tindak pidana baru yang 
belum ada dalam KUHP.25 

Sistem Beban Pembuktian Khusus pada 
kasus Korupsi, sebagaimana kita ketahui 
mengacu pada sistem beban pembuktian 
(umum) yang dalam perkara tindak pidana 
diletakkan pada beban Jaksa Penuntut Umum. 
Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan 
pengecualian dan memiliki sifat khusus yang 
berkaitan dengan Hukum Pidana Materiil 
maupun Formil. Masalah beban pembuktian, 
sebagai bagian dari hukum pidana formil 
mengalami perubahan paradigma sejak 

                                                 
25

 Wantjik Saleh, Op Cit, hlm. 26. 

diberlakukan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 
dan Undang-undang No 31 Tahun 1999. Dalam 
Pasal 17 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 ayat 
(1), (2), (3), (4),26 menunjukkan beban 
pembuktian dalam perkara TPK mengalami 
perubahan paradigma baru. 

Di sini terjadi pergeseran beban pembuktian 
atau shifting of burden of proof belum 
mengarah pada reversal of burden of proof 
(pembalikan beban pembuktian sebagaimana 
anggapan masyarakat hukum pidana 
terdahulu).27 Memang terdakwa dapat 
membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak 
pidana setelah diperkenankan hakim, namun 
hal ini tidak bersifat imperatif artinya apabila 
terdakwa tidak mempergunakan kesempatan 
ini justru memperkuat dugaan jaksa penuntut 
umum. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 
31 Tahun 1999 aturan tentang beban 
pembuktian terdapat pada Pasal 37. Sistem 
pembalikan beban pembuktian dalam kedua 
undang-undang ini masih terbatas karena 
masih menunjuk peran Jaksa Penuntut Umum 
memiliki kewajiban membuktikan kesalahan 
terdakwa. Pendapat yang senada diutarakan 
Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana 
Internasional Unpad.28 Perkembangan praktik 
tersebut di beberapa negara telah 
memunculkan suatu gagasan baru dalam 
menyikapi hambatan dalam proses pembuktian 
korupsi. Teori pembuktian yang selama ini 
diakui adalah asas pembuktian “beyond 
reasonable doubt”, yang dianggap tidak 
bertentangan dengan prinsip praduga tak 
bersalah (presumption of innocence), akan 
tetapi disisi lain sering menyulitkan proses 
pembuktian kasus-kasus korupsi. Terbukti 
dalam praktik sistem pembuktian tersebut atau 
dikenal dengan istilah, “pembuktian negatif “ 
tidak mudah diterapkan. Kedalaman ilmu 
pengetahuan dan akal manusia (logika hukum) 
memang tidak terbatas, sehingga muncullah 
alternatif asas pembuktian baru yang justru 
berasal dari penelitian negara maju dan 
dipandang tidak bertentangan baik dengan 
perlindungan hak asasi tersangka maupun 

                                                 
26

 UU RI No. 3 Tahun 1971 
27

 Disarikan dari Mahrus Ali, Op Cit, hlm.76-77. 
28

 Razif Novwan Putranto & Law Firm, Asas Pembuktian 
Terbalik, diunduh dari, 
http://www.rnplawfirm.com/?p=publication&id=8&title=a
zaz-pembuktian, tanggal 28 Februari 2019, pkl. 16.00. 

http://www.rnplawfirm.com/?p=publication&id=8&title=azaz-pembuktian
http://www.rnplawfirm.com/?p=publication&id=8&title=azaz-pembuktian
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konstitusi; namun sangat efektif dalam 
membuka secara luas akses pembuktian asal 
usul harta kekayaan yang diduga diperoleh 
karena korupsi. 

Alasan-alasan di atas menunjukan bahwa 
penerapan asas pembuktian terbalik dalam 
suatu perkara pidana jelas-jelas merupakan 
pelanggaran terhadap asas praduga tak 
bersalah ini.29 Dalam asas pembuktian terbalik 
hakim berangkat dari praduga bahwa terdakwa 
telah bersalah melakukan suatu pelanggaran 
hukum atau presumption of guilt. Kemudian 
terdakwalah yang harus membuktikan bahwa 
dirinya tidak bersalah, dan jika dia tidak dapat 
membuktikan hal itu, maka ia dinyatakan 
bersalah tanpa perlu pembuktian lagi dari pihak 
Penuntut Umum.  

Alternatif pembuktian yang diajukan dan 
digagas oleh pemikir di negara maju menurut 
Oliver adalah, teori “keseimbangan 
kemungkinan pembuktian” (balanced 
probability of principles), yaitu mengedepankan 
keseimbangan yang proporsional antara 
perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, 
dan perampasan hak individu yang 
bersangkutan atas harta kekayaannya yang 
diduga kuat berasal dari korupsi. Model baru 
asas pembuktian terbalik ini ditujukan terhadap 
pengungkapan secara tuntas asal usul aset-aset 
yang diduga dari hasil korupsi itu sendiri, 
dengan menempatkan hak atas kekayaan 
pribadi seseorang pada level yang sangat 
rendah, akan tetapi secara bersamaan 
menempatkan hak kemerdekaan orang yang 
bersangkutan pada level yang sangat tinggi dan 
sama sekali tidak boleh dilanggar. Konkritisasi 
dari asas ini adalah baik Penuntut Umum 
maupun terdakwa atau penasihat hukumnya 
saling membuktikan di depan sidang 
pengadilan. Penuntut umum akan 
membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan 
sebaliknya terdakwa beserta penasihat 
hukumnya akan membuktikan sebaliknya 
bahwa dirinya tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
yang didakwakan. 
 
PENUTUP 

                                                 
29

 Penjelasan Umum KUHAP.  

A.  Kesimpulan 
1. Mekanisme pembuktian dalam tindak 

pidana korupsi berdasarkan ketentuan 
KUHAP. Beban untuk melakukan 
pembuktian menurut KUHAP ada pada 
jaksa penuntut umum dan terdakwa tidak 
dibebani kewajiban pembuktian, melainkan 
hanya hak, seharusnya pembuktian pada 
tindak pidana gratifikasi itu ada pada 
penerima gratifikasi atau terdakwa, bukan 
jaksa penuntut umum .  

2. Penambahan ketentuan mengenai 
“pembuktian terbalik” tersebut bersifat 
’'premium remidium’' dan sekaligus 
mengandung sifat prevensi khusus 
terhadap pegawai negeri dan 
penyelenggara negara, agar bersih dan 
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem 
pembalikan beban pembuktian memang 
tidak diterapkan secara murni terhadap 
semua jenis tindak pidana korupsi, tetapi 
hanya terbatas dan berimbang diterapkan 
terhadap tindak pidana yang terkait dengan 
gratifikasi. Penerapan secara murni atau 
mutlak pembalikan beban pembuktian 
hanya diterapkan khusus dalam hal 
gratifikasi yang diterima oleh pegawai 
negeri atau penyelenggara negara . Jika 
pemberian tersebut tidak berhubungan 
dengan jabatan dan berlawanan dengan 
kewajiban atau tugasnya serta laporan 
harta kekayaan penyelenggara negara, di 
mana penyelenggara negara harus 
membuktikan bahwa kekayaannya itu 
diperoleh secara sah . 
 

B.   Saran 
1.  Pembalikan beban pembuktian merupakan 

penyimpangan asas umum (reserve burden 
of proof atau omkering van het bewijslast) 
hukum pidana yang menyatakan bahwa 
barangsiapa yang menuntut, dialah yang 
harus membuktikan kebenaran 
tuntutannya. Dalam hal ‘pembalikan 
beban pembuktian’, terdakwalah yang 
harus membuktikan bahwa dirinya tidak 
bersalah, jika tidak dapat membuktikannya 
maka ia dianggap bersalah. Sebagai 
penyimpangan maka asas ini hanya 
diterapkan terhadap perkara-perkara 
tertentu (cartein cases), yaitu yang 
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berkaitan dengan delik korupsi khususnya 
terhadap delik baru tentang pemberian 
(gratification) dan yang berkaitan dengan 
penyuapan (bribery). 

2. Peraturan perundang-undangan sudah 
baik, maka penerapannya harus 
ditingkatkan dan diefektifkan 
penggunaannya, khususnya pembalikan 
beban pembuktian ini dalam menangani 
perkara-perkara korupsi. Agar kiranya 
hakim dalam menentukan terdakwa 
bersalah berdasarkan pembalikan beban 
pembuktian diusahakan supaya ada alat-
alat bukti yang mencukupi syarat-syarat 
yang ditentukan oleh undang-undang agar 
dapat menjadi dasar. 
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